PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN AGAMA HINDU BERBASIS MULTIKULTUR PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI PROVINSI BALI by Mudana, I Wayan
65
ABSTRACT
A religious discordance case which is very thick with the scent of a deterministic state
intervention accompanied by inter-religious conflict in the social and cultural lifemarks the
weakness of multicultural mindset of a nation. The aim of this research is to develop a
multicultural-based educational model of Hinduism subject by using interactive model. One-
way Anava analysis was conducted and it was found that multicultural-based educational model
of Hinduism subject by using interactive model hadgiven significantly more effective result (
=74,76 ) than the conventional model( =69,16). The factors that can support and inhibit
multicultural-based educational model of Hinduism subject by using interactive model can be
from teachers, students and educational facilities and infrastructures. Through this research, it
is hoped that teacher will insert multicultural education especially in Hinduism subject given
the frequent occurrence of ethnicity, religion, race, and inter-group relations conflicts in Indonesia,
because multicultural education prepares students to face problems regardless of religious
background, ethnicity, and culture.
Keywords: Educational Model of Hinduism, Multicultural, Senior High Schools in Bali
I. PENDAHULUAN
Kerukunan umat beragama merupakan
salah satu pilar penting bagi suksesnya
pembangunan nasional secara menyeluruh.
Mengingat signifikansi dari terciptanya kondisi
kehidupan umat beragama yang harmonis dan
rukun, maka segala hal yang dapat menjadi
potensi laten yang dapat memicu gesekan
bahkan konflik yang didasarkan pada agama,
harus segera ditanggulangi. Pembacaan tentang
potret kerukunan antar umat beragama di setiap
daerah menjadi penting karena menjadi bagian
integral dari upaya penanggulangan potensi
konflik di tengah masyarakat.
Kondisi sosial bangsa Indonesia yang
heterogen baik dari segi etnik, bahasa, kultur,
dan agama di satu sisi merupakan kekayaan
besar bangsa Indonesia yang jika dimanfaatkan
dengan baik dapat menunjang terwujudnya
tujuan pembangunan nasionalbangsa Indonesia
yang berkeadaban. Namun, heterogenitas
bangsa Indonesia di sisi lain dapat menjadi
potensi besar bagi munculnya gesekan sosial
yang berujung pada konflik horisontal antar
elemen masyarakat. Agama merupakan salah
satu identitas yang berpotensi besar
menimbulkan gesekan sosial tersebut.Oleh
karenanya, kementerian agama sebagai institusi
negara berkewajiban untuk selalu menjaga
kerukunan umat beragama di Indonesia
Paradigma multikultural yang marak
didengungkan sebagai langkah alternatif dalam
rangka mengelola masyarakat multikultur di
Indonesia tampaknya masih memerlukan
perjalanan panjang dan berliku seiring dengan
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perkembangan IPTEKS. Gagasan ini belum
mampu diejawantahkan, baik oleh masyarakat
maupun pemerintah, dalam tindakan praktis.
Phenomena legal-sosial seperti munculnya
keinginan sekelompok orang supaya hukum-
hukum yang  bersumber dari agama yang
dipeluknya dilegalisasi masuk ke dalam KUHP
tanpa proses objektifikasi, merupakan potret riil
belum dipahami dan dihayatinya potensi
multikultur oleh sebagian besar masyarakat
Indonesia.
Kekisruhan etnik yang merebak di
banyak tempat di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia merupakan bagian dari
krisis multi dimensi yang dihadapi oleh negara
dan bangsa Indonesia sejak pertengahan tahun
1997. Kekisruhan etnik tersebut telah
menggugah kesadaran baru diantara komponen
bangsa Indonesia bahwa kebanggaan akan
kehidupan berbangsa satu di atas kebhinekaan
adalah sebuah bayang-bayang semu
(cf.Anderson, 2001; Widja, 2001; Azra, 2002;
Marsianto dan Kuntjara, 2002). Konflik etnik
tersebut memberi bukti bahwa kekokohan
bangunan supra-struktur negara kebangsaan
sangat rapuh.
Ada dua faktor penyebab kerapuhan
fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pertama, doktrin ideologis ‘Bhineka Tunggal
Ika’ telah diselewengkan oleh sebuah kekuatan
yang berorientasi pada pemerintahan pusat.
Akibatnya daerah-daerah kurang diberi
kepercayaan untuk mengurus dirinya sendiri
(cf.Undang- Undang Nomor 22/1999 dan
Nomor 25/2000; Asep, 2002; Suparlan, 2002).
Kedua, Pembangunan yang dilakukan di atas
sebuah komunitas plural lebih memaksakan
pola yang berkarakteristik penyeragaman
berbagai aspek sistem sosial, politik dan
budaya. Akibatnya, jati diri sistem local
dikesampingkan (cf.Abdullah, 2001; Baptiste
Jr,1986; Suzuki, 1979). Ada tiga hal yang biasa
melatar belakangi munculnya disinteraksi
antara kelompok mayoritas dan orang-orang
yang termasuk dalam kelompok minoritas
(Purwasito, 2003: 147), yaitu: (1) prasangka
historis, (2) diskriminasi dan (3) perasaan
superioritas in-group feeling yang berlebihan
dengan menganggap inferior pihak yang lain
(out-group).
Terjadinya konflik yang benuansa
SARA pada beberapa daerah di Indonesia, dari
banyak studi yang dilakukan salah satu
penyebabnya adalah, akibat dari lemahnya
pemahaman dan pemaknaan tentang konsep
kearipan budaya. Konflik akan muncul apabila
tidak ada distribusi nilai yang adil kepada
masyarakat. Terdapat perbedaan ras pada
masyarakat menjadi penanda awal yang secara
budaya sudah dilabelkan
hambatanhambatannya, yakni prasangka rasial.
Prasangka rasial ini sangat sensitif karena
melibatkan sikap seseorang ataupun kelompok
ras tertentu terhadap ras lain. Prasangka ini juga
bisa muncul oleh situasi sosial, sejarah masa
lalu, stereotipe dan etnosentrisme yang menjadi
bagian dalam kebudayaan kelompok tertentu.
Dengan kata lain dinamika dan perkembangan
masyarakat Indonesia kedepan sangat
dipengaruhi oleh hubunganhubungan antar
etnis.
Kasus kerukunan beragama yang sangat
kental dengan aroma intervensi negara yang
deterministik dalam kehidupan sosial budaya
(SOSBUD) umat beragama juga menandai
betapa lemahnya nalar multikultural dalam
benak bangsa Indonesia. Fakta ini merupakan
sesuatu yang mesti menjadi keprihatinan semua
komponen masyarakat, manakala menilik
kembali latar sosiologis-antropologis bangsa
ini. Indonesia adalah masyarakat majemuk,
baik secara horizontal maupun vertikal. Secara
horizontal berbagai kelompok masyarakat yang
kini dikategorikan sebagai “Bangsa Indonesia”
dapat dipilah-pilah ke dalam berbagai suku
bangsa, kelompok penutur bahasa tertentu,
maupun ke dalam golongan penganut ajaran
agama yang berbeda satu dengan lainnya.
Sementara secara vertikal berbagai kelompok
masyarakat itu dapat dibeda-bedakan atas dasar
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mode of production yang bermuara pada
perbedaan daya adaptasinya.
Pada konteks realitas-empirik,
kenyataan ini justru kerap terabaikan, bahkan
sengaja dilanggar untuk kepentingan-
kepentingan kelompok tertentu. Fakta riil di
lapangan, seringkali bukannya penghargaan
dan pengakuan atas kehadiran yang lain akan
tetapi upaya untuk “mempersamakan”
(conformity) atas nama persatuan dan kesatuan.
Politik sentralisme kekuasaan yang pada masa
Orde Baru memaksakan “monokulturalisme”
yang nyaris seragam adalah bukti nyata belum
dipahaminya multikultural oleh masyarakat,
termasuk oleh para pengambil kebijakan hingga
saat ini. Selanjutnya dikatakan juga bahwa
monokulturalisme ini telah memunculkan
reaksi balik, yang mengandung implikasi-
implikasi negatif bagi rekonstruksi kebudayaan
Indonesia yang multikultural. Berbarengan
dengan proses otonomisasi dan desentralisasi
kekuasaan pemerintahan, terjadi peningkatan
gejala “provinsialisme” yang hampir tumpang
tindih dengan “etnisitas” yang mengarah pada
“tirani minoritas dan dominasi mayoritas”.
Politik identitas kelompok, seiring dengan
menggejalanya komunalisme, makin menguat,
yang pada akhirnya memicu munculnya konflik
antar suku maupun agama bak cendawan di
musim hujan. Kesatuan dan persatuan yang
diidam-idamkan selama ini ternyata semu
belaka, sehingga yang mengemuka kemudian
adalah kepentingan antar suku, daerah, ras
ataupun agama dengan mengesampingkan
realitas atau kepentingan yang lain. Faktor lain
yang turut menyebabkan mandulnya
pendidikan multikultural pada tingkat praksis
disinyalir disebabkan oleh masih dominannya
wacana “toleransi” dalam menyikapi realitas
multikultural tersebut.
Pluralitas di Indonesia diukung oleh
kondisi negara yang terdiri atas kepulauan dan
di dalamnya terdiri dari berbagai suku etnik,
budaya, bahasa, serta agama. Dalam beberapa
literatur tercatat lebih dari 300 kelompok etnik
di negara Indonesia dan dilihat dari jumlah
varian agama diluar agama yang secara
administratif diakui dan dilayani yaitu Islam,
Kristen, katholik Hindu Buddha, Khong Hu Cu
juga cukup banyak, seperti Kaharingan, Sunda
Wiwitan, Subud, Pangestu, aboge dan lain
sebagainya. Kemajemukan ini dimiliki oleh
seluruh warga negara Indonesia yang berjumlah
lebih dari 240 juta.
Dampak positif dari adanya
kemajemukan yang terjadi di masyarakat
adalah terjadinya akulturasi budaya, persatuan
dan kesatuan Indonesia. Apalagi hubungan
antar budaya yang berkembang didasarkan pada
harmonisasi kehidupan masyarakat. Akibat
lebih besar dengan adanya akulturasi budaya
maupun interaksi antar berbeda etnis, ras, dan
agama adalah terbentuknya integrasi bangsa.
Dengan demikian, kemajemukan bangsa
Indonesia dilihat aspek sejarahnya berdampak
pada bertahannya negara ini dari serangan
bangsa asing dalam bentuk fisik maupun moral
selama lebih dari satu abad atau setelah
didirikannya organisasi Boedi Oetomo pada
tahun 1908.
Meskipun kemajemukan memiliki
dampak positif yaitu terjadinya integrasi, akan
tetapi memiliki potensi konflik yang
memunculkan dampak negatif. Sikap
primordial yang berlebihan yang kemudian
lazim disebut etnosentris saat ini sering
menimbulkan konflik. Hal ini dikarenakan
setiap anggota masyarakat mayoritas akan
mengukur keadaan atau situasi berdasarkan
nilai dan norma kelompoknya. Sikap ini
menghambat tejadinya integrasi sosial atau
integrasi bangsa. Oleh karena itu, setiap kali
muncul primordialisme harus diimbangi
dengan memunculkan sikap tenggang rasa dan
toleransi, karena apabila tidak dilakukan akan
muncul sikap etonosentris yang diikuti oleh
stereotip etnik yaitu pandangan umum suatu
kelompok etnis yang menganggap
kelompoknya lebih baik daripada etnis lain
(Horton & Hunt: 1984:65).
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Beberapa contoh terjadinya disintegratif
sebagai akibat dari primodialisme, etnosentris,
dan stereotype etnik adalah konflik Dayak dan
Madura di Kalimantan (Republika February
2001), Konflik Jawa dan Aceh tahun 1975-2005
(Kompasiana 2014), konflik Papua, serta
konflik Lampung yang  melibatkan suku Bali
dan Suku Lampung (Kompas Oktober 2012)
dan lain sebagainya. Konflik-konflik
merupakan bentuk kurang terbinanya
multikultural di Indonesia.
Pendidikan agama di sekolah sebagai
salah satu  mata pelajaran memiliki peran
strategis dalam usaha menanamkan pendidikan
multikultural pada peserta didik. Namun
demikian, bagaimanakah implementasi
pendidikan agama tersebut mampu membentuk
peserta didik memiliki perilaku yang
diharapkan, yaitu menghargai akan adanya
kemajemukan, baik dalam etnis, ras, maupun
agama. Sehingga apabila pendidikan agama
mampu membentuk karakter peserta didik
tertanam nilai-nilai kebersamaan dan memiliki
perilaku yang memahami adanya perbedaan,
maka tujuan, prinsip-prinsip maupun fungsi
pendidikan sebagaimana tercantum dalam UU
No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional telah tercapai dan terimplementasi
pada tataran praktis dengan baik.
Salah satu wilayah yang memiliki
pluralitas tinggi dan tetap mengedepankan
pendidikan agama sebagai salah satu mata
pelajaran agama yang penting adalah Propinsi
Bali. Wilayah ini memiliki keunikan dan
keunggulan kebudayaan yang cukup heterogen,
sehingga menarik pendatang untuk berwisata,
bahkan beberapa wisatawan bertujuan untuk
menetap dan mencari pekerjaan. Dengan
demikian, mobilitas penduduk (migrasi) cukup
tinggi dan akan selalu terjadi.
Adanya keberagamaan yang begitu kuat
di Propinsi Bali menuntut proteksi terhadap
kemungkinan-kemungkinan terjadinya konflik.
Salah satu yang dapat dilakukan adalah
penanaman nilai-nilai keberagamaan atau
multikultural melalui pendidikan agama di
sekolah terutama pada peserta didik di sekolah
lanjutan atas sebagai generasi penerus yang
berada pada masa transisi.
Hal ini bermuara pada pembentukan
sikap atau perilaku peserta didik sehingga
memiliki nilai-nilai kebersamaan dan apakah
faktor yang menjadi pendukung dan
penghambat model pendidikan agama hindu
berbasis multikultural di sekolah.
II. PEMBAHASAN
2.1 Pendidikan Agama; sebuah pandangan
teoritis
Sejalan dengan pembukaan UUD 1945,
prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan
diuraikan lebih rinci dalam Undang-Undang No
20 Tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan
Nasional. Dalam UU Sisdiknas tersebut
tercantum 6 prinsip penyelenggaraan
pendidikan di Indonesia yaitu;
1. Penyelenggaraan pendidikan secara
demokratis dan berkeadilan serta tidak
diskriminatif dengan mejunjung tinggi hak
asasi manusia, nilai keagamaan, nilai
cultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu
kesatuan yang sistemik dengan sistem
terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu
proses pembudayaan dan pemberdayaan
peserta didik yang berlangsung sepanjang
hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan
member keteladanan, membangun
kemauan, dan mengembangkan kreativitas
peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan
mengembangkan budaya membaca,
menulis, dan berhitung bagi segenap warga
masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan
memberdayakan semua komponen
masyarakat melalui peran serta dalam
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penyelenggaraan dan pengendalian mutu
layanan pendidikan.
Dalam proses penyelenggaraan
pendidikan pada lembaga pendidikan formal
telah diatur seluruh komponen perangkat
pelaksanaan pengelolaan, baik dari aspek
sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan
kependidikan maupun penetapan kurikulum
yang didalamnya terdapat berbagai mata
pelajaran yang harus diberikan kepada peserta
didik. Salah satu mata pelajaran yang dianggap
berkewajiban menciptakan peserta didik menjai
manusia yang utuh yaitu manusia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan
keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani,
berkepribadian mantap dan mandiri serta
tanggung jawab kemasyarakatan dan
kebangsaan yang tinggi adalah mata pelajaan
pendidikan agama. Namun demikian,
bagaimana sesungguhnya pendidikan agama
dapat diberikan kepada peserta didik di sekolah
dan seberapa besar pengaruhnya terhadap
sebagian pencapai tujuan pendidikan perlu
kajian yang lebih mendalam.
Pendidikan agama dimaksudkan untuk
membentuk peserta didik menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan
berakhlak mulia serta peningkatan potensi
spiritual. Akhlak mulia mencakup etika, budi
pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari
pendidikan agama. Peningkatan potensi
spiritual mencakup pengenalan, pemahaman,
dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta
pengamalan nilai-nilai tersebut dalam
kehidupan individual ataupun kolektif
kemasyarakatan. Peningkatan potensi spiritual
tersebut pada akhirnya bertujuan pada
optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki
manusia yang aktualisasinya mencerminkan
harkat dan martabatnya sebagai makhluk
Tuhan.
Pendidikan agama di sekolah
sebagaimana dijelaskan PP No.32 tahun 2013
tentang Standar Pendidikan menyatakan bahwa
Pendidikan Agama dimaksudkan untuk
membentuk peserta didik menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa serta berakhlak mulia termasuk budi
pekerti. Permenag RI Nomor 16 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Pendidikan Pada Sekolah
menyebutkan bahwa pendidikan agama adalah
pendidikan yang memberikan pengetahuan dan
membentuk sikap-sikap kepribadian dan
keterampilan peserta didik dalam
mengamalkan ajaran agamanya, yang
dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata
pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis
pendidikan. Hal ini sebenarnya telah
menunjukan bahwa pemerintah telah berusaha
membentuk peserta didik menjadi
multikulturalis.
2.2 Konsep Multikultur
Sedangkan Spradely (1997),
menitikberatkan multIkultural pada proses
transaksi pengetahuan dan pengalaman yang
digunakan oleh anggota masyarakat untuk
menginterpretasikan pandangan dunia mereka
yang berbeda untuk menuju ke arah kebaruan
kultur. Kata multicultural menjadi pengertian
yang sangat luas (multi-discursive), tergantung
dari konteks pendefinisian dan manfaat apa
yang diharapkan dari pendefinisian tersebut.
Yang jelas dalam kebudayaan multikultural
setiap individu mempunyai kemampuan
berinteraksi dan bertransaksi meskipun latar
belakang kultur masing-masing berbeda,
karena sifat manusia antara lain; (1)
akomodatif, (2) asosiatif, (3) adaptabel , (4)
fleksibel, (5) kemauan untuk saling berbagi.
Pandangan ini mengisyaratkan, bahwa
keberagaman kultur mengandung unsur jamak
serta sarat dengan nilai-nilai kearifan. Dalam
kontek membangun tatanan sosial yang kokoh,
maka nilai-nilai kearifan itu, dapat dijadikan
sebagai sumbu pengikat dalam berinteraksi dan
bersosialisasi antar individu atau antar
kelompok sosial.
PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN AGAMA....(I Wayan Mudana, 65-79)
70
Volume 3, No. 1, Maret 2019 ISSN : 2580-7544
Dengan mempersempit perselisihan
budaya yang tidak kondusif, maka siklus
kehidupan sosial masyarakat yang majemuk
akan terwujud dalam prinsip-prinsip dasar yang
bisa saling menghargai, menghormati dan
menjaga satu dengan yang lain. Menurut
Sitaresmi (2003), peneliti dari Bandung,
memperkenalkan paradigma multikulturalisme
pada anak, dapat dilakukan melalui dua cara.
Yang pertama adalah menyampaikan pesan
tentang multikulturalisme dengan memberi
contoh kehidupan sehari-hari, dan cara kedua
secara tidak langsung, yaitu dengan
menyampaikan cerita yang berisi pesan tentang
multikulturalisme, antara lain dari dongeng,
legenda, dan fabel.
Dalam penelitian Sitaresmi mengenai
fungsi fabel dalam pewarisan kebudayaan
kepada anak, Sitaresmi berkesimpulan bahwa
fabel atau dongeng binatang sangat mudah
dipahami oleh anak, baik simbol bahasa,
karakter, perilaku maupun interaksinya.
Penelitian dilakukan di Sanggar Kukuruyuk,
sebuah sanggar permainan dan teater anak di
Denpasar Bali. Penilaian dan argumentasi yang
kontekstual seperti dikatakan Sitaresmi sangat
dibutuhkan dalam membangun paradigm
multikulturalisme. Tentu saja diperlukan
bantuan penjelasan tentang pengakuan adanya
perbedaan yang melingkupi setiap karakter
dalam fabel, kesepakatan yang terjadi, serta
akibat buruk yang muncul kalau homogenitas
dipaksakan menjadi penyelesaian akhir. Itu
akan sangat membantu terbentuknya
pemahaman tentang paradigma
multikulturalisme pada diri anak. Untuk itu
diperlukan suatu strategi yang mampu
menjembatani hambatan-hambatan untuk
berinteraksi dalam masyarakat multikultural,
yakni dengan melalui lembaga pendidikan,
diharapkan dapat menjadi alternatif pemecahan
yang berfungsi mentranformasikan nilai-nilai
multikultural kepada anak bangsa.
Mengacu pada pandangan dan konsep
di atas, maka multikulturalisme mempunyai
relevansi makna dan fungsi yang tepat. Konsep
tersebut menjadi penting dikembangkan dan
diinternalisasikan dalam proses transformasi
nilai-nilai bagi masyarakat bangsa yang
beragam. Prinsip dasar multikulturalisme yang
mengakui dan menghargai keberagaman, akan
sangat membantu bagi terjadinya perubahan
format perilaku sosial yang kondusif dan
menjanjikan ditengah kehidupan masyarakat
yang majemuk.
2.3 Pengembangan Modal Pendidikan
Agama Hindu Berbasis Multikultur
Pendidikan multikultural harus
menghasilkan sebuah perubahan, bukan saja
pada materi kurikulum tetapi juga pada
praktekpembelajaran dan struktur sosial dari
sebuah kelas. Banyak guru yang berkonsentrasi
pada penyelesaian bahan ajar yang terdapat
dalam kurikulum, sehingga ia kehilangan
peluang untuk menciptakan suasana
pembelajaran kreatif dan spontan serta yang
diminati oleh siswa. Untuk mencapai suasana
pembelajaran demikian, maka pembelajaran
harus berorientasi pada proses (process-
oriented approach), misalnya bermain peran,
simulasi permainan, gaya mengajar non-
direktif, diskusi kelompok kecil, pembelajaran
koopratif dan sebagainya. Pendekatan
pembelajaran konstruktivisme sangat cocok
untuk model pembelajaran multicultural.
Pendidikan multikultural lebih
menekankan aspek afektif dan kognitif dengan
cara mengaitkan isu atau masalah-masalah
keseharian yang dihadapi oleh siswa di
lingkungan sempit maupun luasnya. Tidak
jarang kita temukan perasaan dan emosi siswa
ditekan secara sistematik, karena diperkirakan
akan mengganggu pembelajaran (inhibit
learing). Perasaan dan emosi dapat
dikembangkan sebagai stimulan yang kuat bagi
berkembangnya situasi pembelajaran kreatif,
spontan dan inovatif. Model pembelajaran yang
bermakna (meaningbased approach)
diperkirakan akan dapat meningkatkan
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perasaan dan emosi siswa secara positif
terhadap pembelajaran itu sendiri.
Pendidikan multikultural harus
mencakup realita sosial dan kesejarahan dari
etnik-etnik dan bangsa Indonesia.
Kontekstualisasi pendidikan multikultural
harus terutamanya bersifat lokal, nasional dan
global. Kontekstualisasi demikian
dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa hormat
menghormati sesama etnik dan warga negara
Indonesia. Tidak cukup hanya memperkenalkan
kepada siswa tentang jenis-jenis makanan khas
etnik, rumah adat etnik, atau upacara adat etnik,
karena hal ini hanya bersifat permukaan saja.
Salah satu contoh kontekstualisasi masalah
persatuan dan kesatuan dalam rangka
peringatan Hari Proklamasi 17 Agustus 1945,
diselenggarakan bazaar rakyat dengan
menyajikan beraneka ragam kesenian atau
makanan rakyat dari berbagai etnik di
Indonesia.
Penelitian tentang model hipotetik
pendidikan multikultural berdasarkan ke-enam
prinsip dasar pengembangan kurikulum di atas.
Secara lebih spesifik, penelitian yang akan
dilakukan adalah menyangkut Analisis
Kebutuhan Pendidikan Mulikultural Berbasis
Kompetensi yakni; merumuskan kisi-kisi
silabus pendidikan multikultural berbasis
kompetensi. Perancangan silabus pendidikan
multikultural akan menggunakan model
Pengembangan Silabus Nasional/Fungsional
(cf.Nunan, 1985, 1988; Haliday, 1992). Pada
intinya elemen dasar silabus tersebut terdiri dari
fungsi dan nosi. Nosi merupakan area umum
makna yang didasarkan pada sebuah konsep,
ide, logika hubungan atau sebuah entitas.
Sedangkan fungsi menitik beratkan pada tujuan
dan dalam hal ini adalah kompetensi utama dan
penunjang dalam bidang keterampilan social
dan akademik sesuai dengan lingkungan siswa.
Silabus pendidikan multikultural ini secara
khusus dirancang dengan ciri-ciri sebagai
berikut.
(a) Berorientasi pada pencapaian hasil (output-
oriented) yang mengutamakan pencapaian
tujuan pokok, bukan pada prosesnya.
Tujuan-tujuan itu dijabarkan atas standar
kompetensi dan kompetensi dasar. Standar
kompetensi merupakan kemampuan
seseorang untuk mengorganisasikan suatu
tugas atau pekerjaan agar dapat dilakukan,
melakukan respon dan melaksanakan tugas
atau pekerjaan dalam situasi dan kondisi
yang berbeda. Kompetensi dasar
merupakan kemampuan dasar minimal
yang harus dikuasai oleh siswa;
(b) SBK selalu bertitik tolak dari kompetensi
yang harus dimiliki oleh siswa (student-
oriented). Orientasinya jelas , yaitu:
seperangkat kompetensi dasar yang
diperlukan oleh siswa sebagai bekal
hidupnya dalam suatu masyarakat maju,
(c) SBK menekankan pada konsep belajar
tuntas (mastery learning). Ketuntasan
dalam belajar maupun dalam pencapaian
kompetensi dasar menjadi fokus kendali
dari SBK yang pencapaiannya disesuaikan
dengan keadaan dan kondisi siswa serta
lingkungannya;
(d) Penerapan SBK bersifat utuh (holistic) dan
menyeluruh (comprehensive), sehingga
penerapannya tidak setengah-setengah atau
parsial. Penerapan materi SBK tidak
menginginkan yang bersifat fragmentaris.
Sehingga ranah pengujian mencakup ranah
kognitif, apektif dan psikomotorik secara
utuh;
(e) Pengembangan kompetensi selalu
didasarkan pada pencapaian standar mutu
nasional dan international (national and
international platforms);
(f) SBK mendorong terjadinya diversifikasi
yang kreatif (diversified syllabi). Sekolah
dapat mengembangkan berbagai silabus
secara kreatif, namun tetap searah dan
setara dengan standar kompetensi yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
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Dimensi pendidikan yang sama/adil
atau kesetaraan dalam pendidikan (equitable
pedagogy). Dimensi ini lebih tepatnya adalah
memodifikasi startegi mengajar guru dalam
mengimplementasikan mpendidikan
multikultural di dalam kelas. Guru membentuk
kelompok-kelompok yang berisi dari berbagai
kultur yang ada baik dari  etnik maupun agama,
jenis kelamin, warna kulit dan lain sebagainya.
Dimensi ini juga menyangkut pendidikan yang
dirancang untuk membentuk lingkungan
sekolah, menjadi banyak jenis kelompok,
termasuk kelompok etnik, wanita, dan para
pelajar dengan kebutuhan khusus yang akan
memberikan pengalaman pendidikan
persamaan hak dan persamaan memperoleh
kesempatan belajar.
Dimensi pemberdayaan budaya sekolah
dan struktur sosial (empowering school culture
and social structure). Dimensi ini penting
dalam memperdayakan budaya siswa yang
dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok
yang berbeda. Di samping itu, dapat digunakan
untuk menyusun struktur sosial (sekolah) yang
memanfaatkan potensi budaya siswa yang
beranekaragam sebagai karakteristik struktur
sekolah setempat, misalnya berkaitan dengan
praktik kelompok, iklim sosial, latihan-latihan,
partisipasi ekstra kurikuler dan penghargaan
staff dalam merespon berbagai perbedaan yang
ada di sekolah.
2.4 Standar proses Pendidikan agama
berwawasan Multikultural
Standar proses pendidikan agama
berwawasan multikultural harus sejalan dengan
standar proses sebagaimana permendiknas No
41 tahun 2007 tentang standar proses
pendidikan pendidikan menegah. Standar
proses pendidikan agama berwawasan
multikultural mterkait perencanaan proses
pembelajaran yang meliputi silabus dan rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat
identitas mata pelajaran, standar kompetensi
(SK), kompe-tensi dasar (KD), indikator
pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran,
materi ajar, alokasi waktu, metode
pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian
hasil belajar, dan sumber belajar.
Silabus sebagai acuan pengembangan
RPP memuat identitas mata pelajaran atau tema
pelajaran, SK, KD, ma-teri pembelajaran,
kegiatan pembelajaran, indikator pen-capaian
kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan
sum-ber belajar. Silabus dikembangkan oleh
satuan pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI)
dan Standar Kompetensi Lu-lusan (SKL), serta
panduan penyusunan Kurikulum Ting-kat
Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam
pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat
dilakukan oleh para guru secara mandiri atau
berkelompok dalam sebuah sekolah/madrasah
atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah
Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Pusat
Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan.
Prinsip prinsip dalam penyusunan
rencana pelaksanaan pendidikan agama
berwawasan multikultural harus
memperhatikan perbedaan individu peserta
didik.  RPP disusun dengan memperhatikan
perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal,
tingkat intelektual, minat, motivasi belajar,
bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya
belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar,
latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau
lingkungan peserta didik.
2.5 Pengembangan Modul Interaktif
Untuk merancang materi pembelajaran,
terdapat lima kategori kapabilitasyang dapat
dipelajari oleh pebelajar, yaitu informasi verbal,
keterampilan intelektual, strategi kognitif,
sikap, dan keterampilan motorik. Strategi
pengorganisasian materi pembelajaran terdiri
dari tiga tahapan proses berpikir, yaitu
pembentukan konsep, intepretasi konsep, dan
aplikasi prinsip. Strategi-strategi tersebut
memegang peranan sangat penting dalam
mendesain pembelajaran. Kegunaannya dapat
membuat siswa lebih tertarik dalam belajar,
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siswa otomatis belajar bertolak dari
prerequisites, dan dapat meningkatkan hasil
belajar.
Secara prinsip tujuan pembelajaran
adalah agar siswa berhasil menguasai bahan
pelajaran sesuai dengan indikator yang telah
ditetapkan. Karena dalam setiap kelas
berkumpul siswa dengan kemampuan yang
berbeda-beda (kecerdasan, bakat dan kecepatan
belajar) maka perlu diadakan pengorganisasian
materi, sehingga semua siswa dapat mencapai
dan menguasai materi pelajaran sesuai dengan
yang telah ditetapkan dalam waktu yang
disediakan, misalnya satu semester. Di samping
pengorganisasian materi pembelajaran yang
dimaksud di atas, juga perlu memperhatikan
cara-cara mengajar yang disesuaikan dengan
pribadi individu. Bentuk pelaksanaan cara
mengajar seperti itu adalah dengan membagi-
bagi bahan pembelajaran menjadi unit-unit
pembelajaran yang masing-masing bagian
meliputi satu atau beberapa pokok bahasan.
Bagian-bagian materi pembelajaran tersebut
disebut modul. Sistem belajar dengan fasilitas
modul telah dikembangkan baik di luar
maupundi dalam negeri, yang dikenal dengan
Sistem Belajar Bermodul (SBB). SBB telah
dikembangkan dalam berbagai bentuk dengan
berbagai nama pula, seperti Individualized
Study System, Self-pased study course, dan
Keller plan (Tjipto Utomo dan Kees Ruijter,
1990). Masing-masing bentuk tersebut
menggunakan perencanaan kegiatan
pembelajaran yang berbeda, yang pada
pokoknya masing-masing mempunyai tujuan
yang sama, yaitu:
a. memperpendek waktu yang diperlukan
oleh siswa untuk menguasai tugas pelajaran
tersebut;
b. menyediakan waktu sebanyak yang
diperlukan oleh siswa dalam batas-batas
yang dimungkinkan untuk
menyelenggarakan pendidikan yang teratur.
Pelaksanaan pembelajaran bermodul
memiliki perencanaan kegiatan sebagai
berikut.
Keuntungan yang diperoleh dari
pembelajaran dengan penerapan modul adalah
sebagai berikut.
a. Meningkatkan motivasi siswa, karena setiap
kali mengerjakan tugas pelajaran yang
dibatasi dengan jelas dan sesuai dengan
kemampuan.
b. Setelah dilakukan evaluasi, guru dan siswa
mengetahui benar, pada modul yang mana
siswa telah berhasil dan pada bagian modul
yang mana mereka belum berhasil.
c. Siswa mencapai hasil sesuai dengan
kemampuannya.
d. Bahan pelajaran terbagi lebih merata dalam
satu semester
e. Pendidikan lebih berdaya guna, karena
bahan pelajaran disusun menurut jenjang
akademik.
Berdasarkan penjelasan di atas maka
dapat diyakini bahwa pembelajaran bermodul
secara efektif akan dapat mengubah konsepsi
siswa menuju konsep ilmiah, sehingga pada
gilirannya hasil belajar mereka dapat
ditingkatkan seoptimal mungkin baik dari segi
kualitas maupun kuantitasnya. Hasil penelitian
terdahulu (Richard Duschl, 1993) menyatakan
bahwa pembelajaran modul dalam
pembelajaran konsep yang menyangkut
kesetimbangan kimia dapat mengubah
miskonsepsi siswa menuju konsep ilmiah.
II. PEMBAHASAN
2.1 Deskripsi Data Pengembangan Model
Pendidikan Agama Hindu Berbasis
Multikultural
Deskripsi umum hasil penelitian
memaparkan tentang nilai rerata (Mean),
standar deviasi (SD), varians, range, skor
minimum, dan juga skor maksimum dari hasil
post-test pembelajaran agama dengan materi
Catur Marga pada siswa kelas kontrol dan kelas
eksperimen disajikan dalam Tabel 4.1.
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Data pada kelas eksperimen diperoleh
dari hasil post test model pembelajaran agama
berbasis multikultur dan pada kelas kontrol
siswa belajar dengan menggunakan model
konvensional tersajikan Tabel 3.1 dan 3.2
Dari data yang dikumpulkan, diperoleh
bahwa skor hasil belajar agama untuk kelas
eksperimen berada pada rentang skor 60 sampai
90, sedangkan untuk kelas kontrol berada pada
rentang 55 sampai 80. Rata-rata skor
keterampilan untuk kelas eksperimen adalah
74,76 dengan standar deviasi 9,65 dan untuk
kelas kontrol rata-ratanya adalah 69,16 dengan
standar deviasi 9,86. Jika data tersebut
dikategorikan berdasarkan tabel konversi, maka
untuk kelas eksperimen hasil belajar siswa
berada pada kategori baik dan skor hasil belajar
siswa di kelas kontrol berkategori cukup.
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Hipotesis yang diuji menyatakan bahwa
terdapat perbedaan hasil belajar agama Hindu
antara siswa yang dibelajarkan dengan model
pendidikan agama Hindu berbasis multikultur
berbantuan modul interaktif dan siswa yang
dibelajarkan tanpa menggunakan modul
interaktif.
Secara statistik hipotesis kedua
dirumuskan seperti berikut.
Ho (2) =    2111 AYAY  
H1 (2) =    2111 AYAY  
Ringkasan Hasil analisis disajikan pada
tabel berikut
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Dengan menggunakan dba = 1 dan dbd
= 250 didapatkan harga Ftabel = 3,89 pada taraf
signifikansi 5%. Karena Fhitung (20,778) lebih
besar dari F tabel (3,89) maka H0 yang
menyatakan bahwa “Tidak terdapat perbedaan
hasil belajar agama Hindu antara siswa yang
dibelajarkan dengan model pendidikan agama
Hindu berbasis multikultur berbantuan modul
interaktif dan siswa yang dibelajarkan dengan
model konvensional”  ditolak.
Dengan kata lain, hipotesis alternatif
(H1) yang menyatakan bahwa “ Terdapat
perbedaan hasil belajar agama Hindu antara
siswa yang dibelajarkan  dengan model
pendidikan agama Hindu berbasis multikultur
berbantuan modul interaktif dan siswa yang
dibelajarkan dengan model konvensional.”,
diterima.
Untuk menguji signifikansi perbedaan
hasil belajar siswa digunakan analisis t-test.
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh t =
38,63 dengan db=125 sedangkan untuk t tabel
= 1,66. Selisih rata-rata siswa adalah 5,60.
Dengan demikian selisih rata-rata hasil belajar
siswa lebih besar daripada batas penolakan.
Jadi, kesimpulannya adalah rata-rata hasil
belajar agama Hindu antara siswa yang
dibelajarkan dengan model pendidikan agama
Hindu berbasis multikultur berbantuan modul
interaktif lebih besar dengan rata-rata hasil
belajar siswa yang mengkuti pembelajaran
tanpa modul interaktif. Rata-rata hasil belajar
agama Hindu antara siswa yang dibelajarkan
dengan model pendidikan agama hindu
berbasis multikultur berbantuan modul
interaktif ( X  = 74,76) lebih besar dari rata-rata
kelompok siswa yang tanpa menggunakan
modul interaktif ( X  = 69,16). Hal ini
mengindikasikan bahwa dalam meningkatkan
hasil belajar agama hindu siswa, model
pendidikan agama hindu berbasis multikultur
berbantuan modul interaktif memberikan hasil
yang lebih optimal dibandingkan dengan model
konvensional.
2.2 Respon Siswa
Berdasarkan penyebaran angket siswa
terkait dengan tanggapan/respon mereka
terhadap proses pembelajaran yang
menggunakan model pendidikan agama Hindu
berbasis multikultur berbantuan modul
interaktif didapatkan skor rerata respon siswa
sebesar 84,38.
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Jika hasil ini dirujuk pada kriteria
penggolongan respon siswa maka secara
klasikal respon siswa terhadap model
pendidikan agama Hindu berbasis multikultur
berbantuan modul interaktif termasuk dalam
kategori positif.
2.3 Pengembangan Model Pendidikan
Agama Hindu Berbasis Multikultural
dalam Meningkatkan Hasil Belajar
Siswa
Dari hasil analisis data, dengan
menggunakan dba = 1 dan dbd = 250 didapatkan
harga Ftabel = 3,89 pada taraf signifikansi 5%.
Karena Fhitung (20,778) lebih besar dari Ftabel
(3,89) maka H0 yang menyatakan bahwa “Tidak
terdapat perbedaan hasil belajar agama hindu
antara siswa yang dibelajarkan dengan model
pendidikan agama hindu berbasis multikultur
berbantuan modul interaktif dan siswa yang
dibelajarkan dengan model konvensional”
ditolak.
Dengan kata lain, hipotesis alternatif
(H1) yang menyatakan bahwa “ Terdapat
perbedaan hasil belajar agama hindu antara
siswa yang dibelajarkan  dengan model
pendidikan agama hindu berbasis multikultur
berbantuan modul interaktif dan siswa yang
dibelajarkan dengan model konvensional.”,
diterima.
Temuan penelitian ini yang menyatakan
bahwa Pengembangan Model Pendidikan
Agama Hindu Berbasis Multikultural
Berbantuan Modul Interaktif sangat efektif
untuk meningkatkan hasil belajar siswa sejalan
dengan apa yang Christy Winchester (2004:17)
bahwa pendidikan multikultural diartikan
sebagai proses pendidikan yang memberikan
peluang sama pada seluruh anak bangsa tanpa
membedakan perlakuan karena perbedaan
etnik, budaya, dan agama dalam upaya
memperkuat persatuan persatuan dan kesatuan,
identitas nasional dan citra bangsa di mata
dunia internasional.  Pendidikan multikultural
mempersiapkan peserta didik untuk aktif
sebagai warga negara dalam masyarakat yang
secara etnik, kultural, dan agama beragam.
Pendidikan multikultural diperuntukkan bagi
semua peserta didik tanpa memandang latar
belakang suku, agama, dan budayanya. Konsep
pendidikan multikultural sangat relevan
diterapkan di Indonesia yang plural dengan
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beragam suku, agama, dan budaya, dalam
rangka memupuk jiwa toleransi pada peserta
didik dalam menyikapi realita kemajemukan
yang ada di setiap pergaulannya.
Materi Catur Marga merupakan materi
dasar yang diberikan kepada siswa SMA kelas
XI. Materi tersebut menjelaskan konsep yang
berhubungan dengan kemasyarakatan.
Pembelajaran dengan model pendidikan agama
hindu berbasis multikultur berbantuan modul
interaktif dapat mengasah kedewasaan siswa
sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.
Pendidikan agama bukan sekedar usaha
mencari dan menyimpulkan pengetahuan
tentang sesuatu yang sifatnya teoritis,
melainkan juga usaha untuk menumbuhkan dan
mengembangkan sikap dan kemampuan
berpikir
Berdasarkan hasil uji coba lapangan,
siswa merasa kebingungan ketika mengerjakan
modul. Hal tersebut dapat disebabkan oleh
beberapa faktor, antara lain: siswa tidak terbiasa
mengikuti pembelajaran menggunakan modul,
siswa tidak tebiasa mengaplikasikan metode
ilmiah dalam kegiatan belajar sehingga peran
guru sangat penting untuk membimbing dan
memberikan arahan kepada siswa pada awal
pembelajaran. Modul dikembangkan dengan
alokasi waktu tertentu sehingga waktu
pembelajaran dapat digunakan secara efektif
dan efisien. Hal tersebut dapat memotivasi
siswa serta guru untuk menggunakan waktu
dengan baik sehingga keterlambatan dapat
diminimalisir.
Kelebihan modul yang dihasilkan telah
melalui tahap validasi dan dilakukan uji coba
lapangan skala kecil serta telah direvisi
sehingga layak digunakan dalam pembelajaran.
Modul yang dihasilkan menggunakan metode
pembelajaran interaktif sehingga dapat melatih
siswa untuk membangun konsepnya sendiri.
Modul berisi lembar umpan balik yang dapat
digunakan untuk mengukur tingkat
kemampuan siswa dalam mengerjakan modul.
Temuan penelitian ini juga senada
dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti
Khurotin tentang Pelaksanaan Pembelajaran
Agama Berwawasan Multikultutal Dalam
Membina Toleransi Beragama Siswa di SMA.
Hasil dari penelitian adalah bahwa pendidikan
agama berwawasan multikultural merupakan
salah satu langkah strategis untuk memberikan
pemahaman kepada generasi muda agar lebih
memahamai dan mampu mengejawantahkan
dalam interaksi kehidupan sosial sehari-hari.
PBM Agama berlangsung di kelas berdasarkan
agama masing-masing dan di asrama melalui
kegiatan pembinaan ibadah, forum diskusi-
diskusi, dan kegiatan-kegiatan keagamaan
lainnya.
Bahwasanya secara teori multikultural
adalah pandangan seseorang tentang ragam
kehidupan di dunia, ataupun kebijakan
kebudayaan yang menekankan tentang
penerimaan terhadap adanya keragaman, dan
berbagai macam budaya (multikultural) yang
ada dalam kehidupan masyarakat, baik
menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya,
kebiasaan, maupun politik yang mereka anut.
Multikulturalisme merupakan fakta sosial yang
terjadi di masyarakat dan tidak dapat dieleminir
agar terbentuk sebuah homogenitas. Perbedaan
agama, suku, ras atau etnik, dan kultur atau
budaya tidak mengenal batas kewilayahan,
sehingga arus transformasi budaya tidak dapat
dibendung karena masyarakat sudah memiliki
wawasan mondial seiring dengan
berkembangnya sain dan teknologi informatika.
Guru pendidikan agama sebagai tenaga
pendidik yang memiliki tanggungjawab
membentuk peserta didik menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
Negara yang demokratis serta bertanggung
jawab sebagaimana yang ditegaskan dalam UU
Sisdiknas No. 20/2003.  Guru juga dituntut
memahami enam prinsip penyelenggaraan
pendidikan di Indonesia, yaitu demokratis
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berkeadilan dan tidak diskriminatif, sistemik
dengan sistem terbuka dan multimakna,
pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik,
keteladanan, mengembangkan budaya
membaca menulis dan berhitung, melibatkan
semua komponen masyarakat. Dengan
demikian, tuntutan guru pendidikan agama
tidak sekedar menyampaikan materi
pembelajaran, melainkan bagaimana
membentuk peserta didik memiliki kepribadian
yang utuh, demokratis, dan tidak diskriminatif.
III. PENUTUP
1. Bentuk pengembangan model pendidikan
agama hindu berbasis multikultural
berbantuan modul interaktif di sekolah
diperlukan prosedur tertentu yang sesuai
dengan sasaran yang ingin dicapai, struktur
isi pembelajaran yang jelas, dan memenuhi
kriteria yang berlaku bagi pengembangan
pembelajaran. Dengan menyisipkan
penanaman konsep multikultural dalam
modul tersebut diharapkan pembelajaran
agama hindu dapat berjalan efektif. Terkait
dengan kurikulum pendidikan agama hindu
yang berwawasan multikultur ditawarkan
tiga kompetensi standart yaitu:
a. kompetensi akademik/kognitif, yang
menyangkut penguasaan tentang materi-
materi multikulturalisme dan memahami
nila-nilai multikulturalisme
b. kompetensi sosial, yang menyangkut
aplikasi nila-nilai multikultural dalam
kehidupan siswa baik dilingkungan
sempit maupun luas.
c. kompetensi personal/kepribadian, yang
menyangkut pembentukan kepribadian
siswa yang berwawasan
multikulturalisme.
2. Rata-rata hasil belajar agama hindu antara
siswa yang dibelajarkan dengan model
pendidikan agama hindu berbasis
multikultur berbantuan modul interaktif
(=74,76) lebih besar dari rata-rata kelompok
siswa yang tanpa menggunakan modul
interaktif (=69,16). Hal ini mengindikasikan
bahwa dalam meningkatkan hasil belajar
agama hindu siswa, model pendidikan
agama hindu berbasis multikultur
berbantuan modul interaktif memberikan
hasil yang lebih efektif dibandingkan dengan
model konvensional.
3. Upaya pemberdayaan guru dalam
pembelajaran agama hindu berbasis
multikultural di SMA dilakukan melalui:
(1). Menulis Jurnal Mengajar, (2) Diskusi
Jurnal Mengajar dalam Pembelajaran
Agama Hindu Berbasis Multikultural, (3)
Menganalisa Kejadian Penting Saat
Mengajar,   (4) Kolaborasi Teman Sejawat,
(5) Membentuk Kelompok Belajar Guru, (6)
Mengikuti Lokakarya dan Konferensi
tentang Pembelajaran Berbasis Multikultur
4. Faktor yang menjadi pendukung dan
penghambat model pendidikan agama hindu
berbasis multikultural berbantuan modul
interaktif di sekolah dapat berasal dari guru,
siswa dan sarana penunjang pembelajaran
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, I. 2000. Konflik Sosial, Realitas Etnis
dan Hubungan Negara Bangsa.
Denpasar: UNUD (Makalah Seminar)
Arif. 2012. Teacher Exchange, Solusi
Perbaikan Kualitas Guru, (Online), (http:/
/arifabiw.blogspot.co.id/2012/10/teacher-
exchange-solusi- Perbaikan 8361.html),
diakses Tanggal 23 Februari 2016.
Arifin Al, Ahmad Hidayatullah, implementasi
pendidikan multikultural Dalam praksis
pendidikan di Indonesia, Jurnal
Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan
Aplikasi, Volume 1, Nomor 1, Juni, 2012
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur
Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.
Jakarta. Rineka Cipta.
Asep, Suryana. 2002. Otonomi Daerah,
Multikulturalisme dan Pola Kegiatan
79
Komunitas yang Sedang Berubah.
Makalah disampaikan dalam symposium
International Antropologi Indonesia ke-3.
Denpasar: Kajian Budaya UNUD.
Atmadja, Nengah Bawa. 2003.
Multikulturalisme dalam Persepektif
Filsafat Hindu. Makalah di Sajikan dalam
Seminar Damai Dalam Perbedaan.
Singaraja: 5 Maret 03
Azra, Azyumardi. 2002.Pendidikan
multicultural: Membangun Kembali
Indonesia Bhineka Tunggal Ika. Makalah
disampaikan dalam symposium
International Antropologi Indonesia ke-3.
Denpasar: Kajian Budaya UNUD.
—————————, 2007. “Identitas dan
Krisis Budaya, Membangun
Multikulturalisme Indonesia”, http://
www.kongresbud.budpar.go. id/
58%20ayyumardi%20azra.htm
Baidhawy, Zakiyudin, 2005. Pendidikan agama
berwawasan multikultural, Erlangga,
Jakarta.
Banks, James A. 2002. An introduction to
Multikultural Education, Boston-London:
Allyn and Bacon Press.
Bogdan, Robert C, Biklen, Knopp Sofi. 1982.
Qualitation Research For Education An
Introduction To Theory And Methods.
Allya and Bacon. Boston House.
Baptiste, Jr.H. 1986. Multicultural Education
and Urban School from a Socio Historical
Perspectives: Internalizing
Multiculturalism. Journal of Educational
Equity and Leadership, Vol.6.No.4,
halaman 295-312. university Council for
Education Administration.
Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian
Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo
Perkasa. Crossley, M. 1985. Strategies for
Curriculum Development and The
Question of International Transfer. Journal
of Curriculum Studies, 16. halaman 75-81.
Desimone, L. (2011). Outcomes: Content-
focused learning improves teacher
practice and student results. Journal of
Staff Development, 32 (4), 63-68. Farrel,
T. 1998. Reflective teaching: The
principles and practices. English Teaching
Forum 36 (4): 10-17.
Dove, L. 1983. Curriculum Development and
The New Commonwealth. International
Journal of Educational Development, 3,2.
halaman 106. Ede, L. 1992. A Work in
Progress: a Guide to Writing and Revising.
New York: St.Martin Press.
Effendi, Lutfi, 2004. Empat Sikap tuntutan
Masyarakat Multikultural, Suara
Muhammadiyah No 4/Th Ke 89, Februari
Esomar, Johannes. 1999. Urgensi Pendidikan
Multikultural Dalam Pendidikan IPS.
Seminar dan Sarasehan Forum
Komunikasi IX, Pimpinan FPIPS-IKIP dan
JPIPS- FKIP/STKIP Se Indonesia. STKIP
Singaraja: Bali.
Furtrell, M. H. (1994). Empowering teachers
as learners and leaders. In D. R. Walling
(Ed.), Teachers as leaders: Perspectives
on the professional development of
teachers (119-136). Bloomington, IN: Phi
Delta Kappan Educational Foundation.
Galbraith, P., and K. Anstrom. 1995. Peer
coaching: An effective staff development
model for educators of linguistically and
culturally diverse students. Directions in
language and education. (Online), (http:/
/www.eric.ed.gov)
Geriya, I Wayan, 2004, Visi dan Strategi
Kebudayaan Bali ke Depan dan
Penjabaran ke Dalam Misi dan Tujuan
PKB. (dalam MUDRA: Jurnal Seni
Budaya Vol.14 No. 1 Januari 2004). ISI
Denpasar.
Horton, Paul B. & Hunt, Chester. L. 1984.
Sosiologi, Jilid II edisi keenam. Jakarta:
Erlangga
PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN AGAMA....(I Wayan Mudana, 65-79)
